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Abstrak
Dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsi Notaris, sebagai pembuat akta otentik, masalah pembacaan, dan penandatangan akta oleh para pihak dengan tegas telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 tahun 2004. Namun kenyataannya dalam praktek, adakalanya penandatangan akta setelah dibacakan oleh Notaris tidak selalu segera ditandatangani oleh para pihak, karena alasan efisiensi waktu, para pihak sedang menjalankan bisnis yang mendesak, melakukan rapat dengan pemegang saham misalnya. Hal ini dimungkinkan asal kesepakatan telah dijalankan oleh para pihak dan Notaris mengenal dengan baik para penghadap. Dengan catatan penandatangan akta dilakukan pada hari dan tanggal yang sama. Sedangkan jika dilakukan pada hari yang berbeda, dengan meminimalisir resiko dan akibat hukum di kemudian hari sebaiknya diberikan surat kuasa yang dicantumkan dalam akta atau dilampirkan dalam minuta akta, sehingga penandatanganan akta segera setelah pembacaan akta. Jika tidak maka akta yang dibuat tidak dapat sebagai alat bukti yang sah dan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian. Bagi Notaris sebagai pejabat umum hendaknya memperhatikan ketentuan Pasal 16 UUJN. 
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan ketentuan mengenai waktu penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi dan notaris menurut UUJN No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 tahun 2004 dalam praktek dan kedudukan akta Notaris terhadap akta yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan bersamaan oleh para penghadap. 

ABSTRACT
In the implementation of the powers, duties and functions of the Notary, as the an authentic documents maker, trouble reading, and signing of deed by the parties have expressly provided for in Article 1 of Law Number. 2 of 2014 on amendments to the law No. 30 of 2004. But in practice, sometimes the signing of the Notary deed after reading is not always immediately signed by both parties, for reasons of time efficiency, the parties are running an emergency business, conduct meetings with shareholders for example. This was possible if the agreements have been executed by the parties and the Notary Public knows well with both the appear before. It needs to underline that signing the deed was done on the same date. Meanwhile, if carried out on different days, with minimized risk and legal consequences in the future should be given power of attorney specified in the deed or the deed attached to produce minutes, so the signing of the deed immediately after the reading of the deed. If not then the deed is made cannot be as valid evidence and irrevocable due to non-fulfilment of the terms subjective and objective of a treaty. For Notary as public official, he should consider tha provision of Article 16 of UUJN. 
Problems in the study include how the implementation of the provisions regarding the time of the deed signing by the penghadap [~ who appear before], witnesses and the Notary according to UUJN No. 2 of 2014 on amendments to the law No. 30 of 2004 in the practice and Notarial position upon deed is not done at the same time of its signing by the appear before. 
BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul
Menurut R. Soebekti, yang dinamakan Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani. 

Sedangkan menurut A. Pitlo, berpendapat bahwa : 

Akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. 

Dalam hal yang sama Sudikno Mertokusuma, berpendapat bahwa yang dimaksud Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat         peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 

Dari beberapa pengertian mengenai Akta yang penulis kutip diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut Akta.
Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Akta adalah :

1. Surat itu harus ditanda tangani. 
Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUH Perdata. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan. 
Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.
Menurut ketentuan aturan Bea Materai Tahun 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara  lain : bahwa semua tanda yang ditanda tangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,-. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus di tempeli bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp. 6.000,-). 
Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan tanda tangani oleh yang berkepentingan.
Pengertian Akta Otentik Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengenai Akta Otentik dapat dibedakan menjadi : Akta Otentik yang dibuat “oleh” Pegawai / Pejabat Umum, dan Akta Otentik yang dibuat “dihadapan” Pegawai / Pejabat Umum.

Suatu Akta yang dibuat “oleh” pegawai / pejabat umum, disebut Akta Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian dari Pegawai / Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pegawai / Pejabat Umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik, misalnya Akta Notaris yang dibuat di dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas.
Sedangkan akta yang dibuat “dihadapan” Pegawai / Pejabat umum, disebut Akta Partij, dalam praktek disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Pegawai / Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik. Pegawai / Pejabat Umum mendengarkan apa keinginan yang bersangkutan, atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap itu agar keterangan itu atau perbuatan yang dikehendaki itu dinyatakan, diwujudkan serta dikonstatir oleh Pegawai / Pejabat Umum. Misalnya akta Notaris yang dibuat atas keinginan para pihak dalam hal sewa menyewa. 
BAB II KERANGKA TEORITIS
A. Tinjuan Umum Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut KUHPerdata Pasal 1313, perjanjian adalah: ” Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”
Sedangkan menurut Anggraeni E.K, rumusan perjanjian itu adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik
. 

Burgerlijk Wetboek (BW) kemudian diterjemahkan oleh R. Subekti, dan R.
Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Buku III mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang berisi hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. 
Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. 

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenskomsrecht.
 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
 Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 

Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
 

Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

2. Pengertian Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badrulzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :
 

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
2. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan. 
Menurut O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
3. Pengertian Perjanjian Kredit
Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. 

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, selain berdasarkan Pasal 1 angka 11 juga berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
Namun demikian, yang lebih penting dari pada dasar diadakannya perjanjian kredit, adalah filosofi dari pada keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada nasabahnya. Adapun filosofi tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit tersebut sebagai alat bukti, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan suatu akta. Pinjam meminjam sendiri diatur dalam Buku III Bab ke tiga belas KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan bagian umum Buku III KUHPerdata.

4. Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (Credit Agreement/Loan Agreement)

Perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan  perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit,
 yaitu :

1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhatap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur.

3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.

4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.

5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda

kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.

6. Penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank. 

Kedudukan Perjanjian Kredit dalam Hukum Perjanjian KUH Perdata membedakan antara perjanjian yang mempunyai nama tertentu (perjanjian bernama) dan yang tidak mempunyai nama tertentu (perjanjian tidak bernama). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang secara khusus, terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku III KUH Perdata, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa  dan perjanjian pinjam-meminjam.

5. Syarat-syarat Perjanjian

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat
:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. 

Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya. 

B. Pembuatan Akta Otentik
1. Pengertian Akta
Akta adalah merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

A. Pitlo, berpendapat bahwa, Akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Dalam hal yang sama Sudikno Mertokusuma berpendapat, bahwa yang dimaksud Akta Adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuatan suatu akta. Dengan menambahkan tandatangannya seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu.

Akta terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan. Pengertian dari apa yang dimaksud sebagai akta otentik dicantumkan dalam Pasar 1868 KUHperdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "suatu akta otentik ialah suatu akta yang bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHperdata tersebut maka agar suatu akta dikatakan sebagai suatu akta otentik, jika dalam pembuatannya akta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
b. akta tersebut harus dibuat "oleh" atau ” dihadapan” pegawai umum (pejabat umum)

c. pegawai umum (pejabat umum) tersebut harus mempunyai kewenangan ditempat dimana akta tersebut dibuat. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHperdata tersebut ada dua macam akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat "oleh" dan suatu akta yang dibuat " di hadapan” pejabat umum yang ditunjuk undang-undang. 
Suatu Akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, disebut Akta Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian dari Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pejabat Umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik, misalnya Akta Notaris yang dibuat di dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas. 
Sedangkan akta yang dibuat “dihadapan” Pegawai umum, disebut Akta Partij, dalam praktek disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik. Pegawai Umum mendengarkan apa keinginan yang bersangkutan, atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap itu agar keterangan itu atau perbuatan yang dikehendaki itu dinyatakan, diwujudkan oleh Pejabat Umum. Misalnya akta Notaris yang dibuat atas keinginan para pihak dalam hal sewa menyewa.
Apabila suatu akta di bawah tangan tidak dilanjuti dengan legalitas Notaris, dan terjadi sengketa dikemudian hari dimana diperlukan alat bukti, bisa saja perjanjian di bawah tangan tersebut diberikan kepada hakim sebagai bukti, namun terdapat kesulitan karena hakim akan bertanya kepada para pihak yang bersengketa mengenai kebenaran dari para pihak telah membuat perjanjian atau persyaratan seperti tertulis dalam akta. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Effendi Pesangih dan Abu Dinar bahwa :
 “Apa benar atau tidak tanda tangan yang ada dalam akta itu. Jika yang bersangkutan menyatakan kebenarannya atas tanda tangan yang tertera pada akta itu, maka akta itu diterima sebagai alat bukti yang dapat diyakini oleh hakim.
Sebaliknya, jika yang bersangkutan ada yang menyatakan ketidakbenaran tanda tangan yang tertera pada akta, maka hakim tidak dapat menerima akta itu sebagai bukti. Pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan dari para pihak lawannya bahwa adanya ketidak benaran salah satu tanda tangan yang tertera pada akta, maka terpaksa harus mengambil jalan lain untuk membuktikan bahwa akta itu benar dan tanda tangan itu adalah tanda tangan lawannya”.
2. Sumpah Jabatan Notaris
Sebelum menjalankan jabatannya, setiap Notaris wajib  mengucapkan sumpah dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, menurut Pasal 4 ayat 2 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Sumpah/janji Notaris berbunyi sebagai berikut : 

“Saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. 
Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. 
Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.” 

Berdasakan bunyi sumpah tersebut maka di dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Dan disamping itu Notaris juga wajib memenuhi segala macam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang berkaitan dengan tugas jabatannya selaku Notaris.
3.  Wewenang Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat.
 Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan. 
Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). 
Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad ke IIII, masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius
. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer.
 Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. 
Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. 

Dalam hal wewenang Notaris, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang mengatakan bahwa : “ akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Waktu Penandatanganan Akta oleh Para Penghadap, Saksi Dan Notaris Menurut UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Substansi Akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atas pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapatnya agar diikuti oleh para penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, kalaupun saran Notaris disetujui oleh para penghadap kemudian dituangkan ke dalam akta, maka hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri, dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Berdasarkan pada substansi akta tersebut, maka ada Akta Notaris yang Deklaratif dan Akta Notaris yang Konstitutif.

Disebut Akta Notaris yang Deklaratif, yaitu substansi akta yang berisi pernyataan atau penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu
. Akta Notaris seperti itu hanya dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lainnya, misalnya pembuktian kepemilikan sebuah bangunan rumah. Daya ikat secara hukum Akta Notaris yang Deklaratif akan tergantung pada penerimaan lain atas substansi akta tersebut. Pihak lain dapat saja merasa tidak terikat dan tidak berkepentingan dengan akta tersebut, karena yang bersangkutan memang bukan pihak dalam akta tersebut.
 

Disebut Akta Notaris yang Konstitutif yaitu substansi akta yang berisi membuat hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, artinya yang sebelumnya tidak ada hubungan hukum apapun dengan dibuatnya akta di hadapan Notaris oleh 2 (dua) pihak atau lebih, maka terjadi suatu hubungan hukum, misalnya pemberian Kuasa atau Pembatalan kuasa. Akta Notaris seperti ini termasuk kedalam kualifikasi perjanjian, karena dilakukan minimal oleh 2 (dua) pihak, Daya ikat secara hukum Akta Notaris yang konstitutif tergantung kepada keinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan sutbstansi akta tersebut,

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal terjadi sengketa, maka akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 

Pelaksanaan ketentuan mengenai waktu penandatanganan akta perjanjian kredit oleh para penghadap, saksi dan Notaris, ditemukan bahwa penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan antara penghadap dengan saksi dan Notaris. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pekerjaan para penghadap dimana para penghadap sulit mencari waktu yang bersamaan untuk hadir dihadapan Notaris, sebab lain adalah karena adanya saling percaya antara penghadap dengan Notaris dimana antara Notaris dan penghadap telah lama menjalin kerja sama dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan akta, seperti kerja sama Notaris dengan Bank dan Notaris dengan Perusahaan-perusahaan lain.
 

Penandatanganan akta perjanjian kredit yang tidak bersamaan oleh para penghadap, memang menjadi dilema dan mengandung resiko bagi Notaris. Oleh karena itu Notaris berusaha untuk menghadirkan para penghadap secara bersamaan waktu penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut dengan berbagai cara, seperti melakukan penundaan pelaksanaan penandatanganan akta, Penundaan ini dilakukan sampai para pihak telah mendapat kesepakatan tentang waktu untuk dilakukannya penandatanganan. Dalam hal ini Notaris tidak membatasi sampai berapa lama jangka waktu penundaan penandatanganan yang akan dilakukan oleh para penghadap, dan penandatanganan akta perjanjian kredit yang tidak bersamaan waku ini dimungkinkan sepanjang dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, dengan tujuan tidak mempengaruhi tanggal akta dan waktunya adalah waktu notaris membubuhkan tanda tangannya segera setelah penghadap terakhir membubuhkan tanda tangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Notaris berkewajiban untuk menjelaskan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dipahami dan dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga isi dari akta itu jelas bagi para pihak. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinnya. Tindakan ini wajib dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan wewenangnya dalam membuat semua jenis akta, terutama akta-akta yang menyangkut kepentingan hak dan kewajiban secara timbal balik dengan memberikan keuntungan secara pribadi. Sebagai contoh adalah akta perikatan jual beli, sewa menyewa, pengakuan hutang dengan jaminan tukar menukar dan pembagian harta bersama. 

Selain pertimbangan hak dan kewajiban yang ada dari masing-masing pihak dalam perjanjian, hal lain yang timbul adalah kemungkinan resiko Notaris itu sendiri disangkalnya akta oleh para pihak atas penandatanganan akta tersebut. Dalam prakteknya bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta yang sifatnya otentik dan tidak perlu dibuktikan keotentikannya oleh hakim. Kewajiban pembuktian itu diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut. Sejauh akta itu diajukan ke depan persidangan sebagai alat bukti maka akta tersebut tetap sebagai alat bukti yang mempunyai sifat otentik. Pelaksanaan penandatanganan akta secara tidak bersamaan antara para penghadap dilakukan oleh nara sumber (Notaris) secara kasuistis. Kasus dimana salah satu pihak tidak mempermasalahkannya seperti penandatanganan akta perjanjian kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) serta akta-akta dimana antara penghadap telah sepakat dan menyetujui akta tersebut ditandatangani tidak bersamaan diantara mereka. Apabila para penghadap belum juga menemukan waktu yang tepat maka ada 2 (dua) tindakan yang ditempuh oleh Notaris. Pertama, Notaris meminta para penghadap membuat surat persetujuan bahwa para penghadap setuju dan sepakat untuk menandatanganan akta tidak bersamaan dihadapan saksi-saksi dan Notaris. Kedua, meminta salah satu penghadap yang berhalangan hadir untuk membuat surat kuasa kepada seseorang untuk hadir dan menandatangani akta yang telah disepakati.
 

Kesepakatan yang ada antara para pihak dalam suatu perjanjian merupakan salah satu dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan dianggap telah tercapai apabila para pihak saling menerima apa yang mereka kehendaki. Pernyataan kehendak yang dituangkan dalam akta merupakan bentuk pernyataan secara tertulis telah terjadinya kesepakatan. Waktu penandatanganan akta perjanjian kredit oleh para pihak dihadapan Notaris menjadi salah satu penentu otentik atau tidaknya suatu akta. Penandatanganan akta menentukan mengikat tidaknya isi dari perjanjian kredit tersebut. Apabila dalam akta hanya salah satu pihak saja yang menandatangani maka tidak dapat dikatakan telah ada kesepakatan antara para pihak. 
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang muncul mengikat mereka sebagai undang-undang. Dengan ditandatanganinya akta perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris maka akta tersebut menjadi mengikat para pihak dalam perjanjian
B. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Waktu Penandatanganannya Tidak Dilakukan Bersamaan Oleh Para Penghadap, Saksi dan Notaris.
Dalam Hukum (Acara) alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan (Pasal 153 KUHPerdata). Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang di buat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868KUHPerdata). Akta otentik juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang (Pasal 1874 KUHPerdata). Dengan demikian baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan terpenting antara kedua akta jenis akta, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan Akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta itu harus dilihat apa adanya, tidak perlu di nilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.
 Jika para pihak mengakuinya maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik (Pasal 1875 KUHPerdata), jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.
 
Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (pacta sunt servanda). 
Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian ada syarat subijektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. 
Apabila ketentuan ini dilanggar, mengakibatkan suatu akta perjanjian kredit hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 44 UUJN. Sedangkan Pasal 1869 KUHPerdata menyebutkan : 
”Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. 
Dapat dijelaskan maksud Pasal 1869 KUHPerdata bila dihubungkan dengan penelitian ini, dimana waktu penandatanganan akta Perjanjian Kredit dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan berarti akta tersebut tidak sesuai dengan bentuknya sehingga tidak lagi otentik karena menyimpang dari UUJN. 
Berdasarkan Pasal 165 HIR suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya. Sempurna dalam arti bahwa dengan adanya akta otentik maka tidak diperlukan lagi alat bukti yang lain. Bilamana prosedur peresmian akta itu tidak dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang maka akta itu menjadi akta dibawah tangan. 
Dalam perubahan suatu akta yang dimungkinkan oleh undang-undang maka perubahan atas akta berupa diganti, ditambah, dicoret dan disisipkan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (2). 
Dalam melakukan perubahan terhadap akta wajib diketahui oleh para pihak dan para pihak sepakat tentang perubahan itu, jika tidak maka akta yang dibuat menjadi batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 UUJN yang menyebutkan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Menurut Peter Mahmud, menyebutkan bahwa: Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi misalnya perubahan isi akta padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum
. karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. 
Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam Akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta. lsi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak (Pasal 1337 KUHPerdata) dan memberikan kepastian dan perlindung hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.
 
Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. 
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian :

1. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, secara umum Notaris telah menerapkan Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni segera setelah Notaris membacakan akta maka para pihak pada saat itu menandatanganinya, akan tetapi adakalanya penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dimungkinkan secara tidak bersamaan oleh para penghadap. Dalam hal demikian Notaris meminta Para penghadap membuat surat persetujuan bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menandatanganan akta tidak bersamaan dihadapan saksi-saksi dan Notaris dengan syarat akta yang akan ditandatangani, isinya telah disepakati terlebih dahulu antara mereka dengan kata lain tidak akan ada perubahan isi akta tersebut. Selanjutnya penandatanganan akta yang tidak bersamaan waku ini, dimungkinkan sepanjang dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, dengan tujuan tidak mempengaruhi tanggal akta dan waktunya adalah waktu notaris membubuhkan tanda tangannya segera setelah penghadap terakhir membubuhkan tanda tangannya. Selanjutnya jika penandatanganan dilakukan oleh para penghadap tidak bersamaan di hari yang berbeda, Notaris memberikan solusi meminta salah satu pihak yang berhalangan hadir untuk membuat surat kuasa kepada seseorang untuk hadir dan menandatangani akta yang telah disepakati.
2. Kedudukan Akta Perjanjian Kredit yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan bersamaan oleh para penghadap, tidak dibacakan langsung oleh Notaris kepada para penghadap, mengakibatkan akta tersebut kehilangan keotentikannya dan menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan ( Pasal 16 ayat (9) UUJN). Terlebih apabila isi akta tersebut diadakan perubahan dimana perubahan tersebut tidak diketahui oleh salah satu penghadap karena para penghadap tidak bersamaan waktu pembacaaan dan penandatanganan akta tersebut dihadapan saksi dan Notaris, maka akta tersebut akan jadi batal demi hukum. Pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 UUJN menyebutkan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Hal ini juga melanggar syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana pembuatan akta dan isi perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan akta tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti otentik di peradilan. Kedudukan Akta Perjanjian Kredit dapat dibatalkan oleh para penghadap sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.
B. Saran

1. Bagi pemerintah sebaiknya tidak hanya mementingkan unsur kepastian hukum saja tetapi harus pula mempertimbangkan dinamika-dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaiknya ketentuan hadirnya para penghadap secara bersamaan bagi pihak untuk peresmian suatu akta, perlu dipertimbangkan keberadaannya dalam Undang-undang Jabatan Notaris karena tuntutan pada saat ini, dimana dalam bisnis modern memerlukan kegiatan yang serba cepat, efisiensi waktu, supaya tidak menjadi halangan bagi para pihak yang ingin mengunakan jasa Notaris. Ketidak hadiran salah satu pihak dalam penandatanganan akta mendorong pihak tersebut membuat surat kuasa, dimana kehadiran pemegang kuasa pada dasarnya mengurangi aspek autentisitas sebuah akta, karena pihak yang harus hadir dan berkepentingan langsung tidak ada.

2. Notaris dalam menjalankan jabatannya pada saat ini harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penandatanganan akta dimana para penghadap tidak dapat dihadirkan secara bersamaan sebaiknya notaris menegaskan kepada para penghadap untuk dapat menandatangani akta secara bersamaan dihadapan saksi-saksi dan Notaris. Sehingga resiko atas akta yang dibuatnya tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari, yang dapat mempengaruhi karier seorang Notaris. Selanjutnya agar kedudukan akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti otentik.
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